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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JATENG 2023 
DIFOKUSKAN UNTUK PANGKAS KEMISKINAN 

 

Sumber gambar :  
https://zonapasar.com/jumlah-penduduk-miskin-di-jateng-maret-2019-turun-jadi-374-juta-orang-15610 

  

Isi Berita :  

JawaPos.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menghadiri rapat evaluasi 

pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 

bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rapat itu membahas sejumlah 

perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp 

25,73 triliun dari pendapatan daerah. 

Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 sendiri yakni Rp 26,30 triliun atau 

defisit Rp 572,2 juta. Ganjar mengatakan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem masih 

menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin 

di Jawa Tengah. 

“Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita 

sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa 

diselesaikan,” ujar Ganjar usai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, 

Selasa (3/1). Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jawa Tengah, Ganjar 

beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan 

validasi. 

Bahkan untuk lebih memastikan datanya, Ganjar juga akan membentuk tim khusus yang 

bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun 
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kemiskinan ekstrem. “Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa 

kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota 

dan desa hingga kementerian,” tutur Ganjar seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group). 

Ganjar melanjutkan, jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka 

penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan 

perhatian khusus dari Pemprov Jawa Tengah. Oleh karena itu, sejumlah rencana yang akan 

dilakukan untuk menangani hal tersebut, kata Ganjar antara lain melalui pemberian bantuan 

secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan yang telah berjalan 

hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). 

“Kalau itu bertemu, konteks kemiskinan dengan empat tingkat, itu kalau kita melihat desil 1 

dan 2 itu kemiskinannya pasti ekstrem. Yang 3 dan 4 ini sebentar lagi dia tidak miskin. Maka 

yang ekstrem ditangani khusus,” jelas Ganjar “Itu yang dalam program yang disiapkan kita 

sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di 

mana, rasa-rasanya treatmennya tidak terlalu berat,” pungkas Ganjar. 

 

Sumber Berita :  

1. https://www.jawapos.com/jpg-today/03/01/2023/apbd-jateng-2023-difokuskan-untuk-

pangkas-kemiskinan/, APBD Jateng 2023 Difokuskan untuk Pangkas Kemiskinan, 

diakses pada tanggal 02 Februari 2023. 

2. https://www.merdeka.com/peristiwa/ganjar-prioritaskan-percepatan-penurunan-

kemiskinan-ekstrem-di-apbd-jateng-2023.html , Ganjar Prioritaskan Percepatan 

Penurunan Kemiskinan Ekstrem di APBD jateng 2023, diakses pada tanggal 02 Februari 

2023.  

 

Catatan Berita :  

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003:  

a. Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa keuangan negara adalah hak dan kewajiban 

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak 

dan kewajiban tersebut. 

b. Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

c. APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka 

melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu 
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periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan 

kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus 

disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja 

pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.1 

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Fungsi APBD antara lain: 

a. Otorisasi 

APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan 

b.  Perencanaan 

APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun 

berkenaan 

c. Pengawasan 

APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

d.  Alokasi 

APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangu 

pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas perekonomian. 

e. Distribusi 

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

f. Stabilisasi 

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian daerah.  

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai 

sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan 

keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta 

hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  

                                                 
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 
tanggal 9 Maret 2023, pukul 08:20 
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4. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. 

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka 

kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan 

tertentu lainnya.2 Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi 

dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.3 

5. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.4 

6. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan 

keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah 

kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. 

bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah 

provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota 

kepada desa.5 

 

Catatan Akhir : 
1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 
tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 

2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) 
kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap 
terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga 
variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar 
(WC) (Badan Pusat Statistik, 2015). 

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi 
syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik 
yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: 
“Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”) 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi. 

                                                 
2 Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
3 Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
4 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
5 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 


